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' Dugaan Korupsi PD Parkir

Penyidik Belum Temukan
Indikasi Melawan Hukum

DENPASAR, NusaBali " i

Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap
elasan saksi termasuk Dirut PD Parkir Kota Denpas- -
; Nyoman Sudiantara, namun penyidik Kejaksaan
egeri (Kejari) Denpasar belum juga menemukan
indikasi melawan hukum dalam kasus ini.
. Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kajari Denpasar,
yahrir Sagir saat ditemui, Rabu (23/6). Ia men-
gatakan sampai saat ini penyelidikan kasus du
orupsi di PD Parkir Kota Denpasar masih dilanjut-
an..“Nanti masih akan dilanjutkan dengan pemer-
‘ saksi-saksi lainnya,” jelas Syahrir.
| Meski sudah menyita dokumen dan melakukan -
Ppemeriksaan terhadap belasan saksi, namun Syahrir
mengaku jika pihaknya belum mendapatkan indikasi
melawan hukum dalam 'kasus ini. Sehingga kasus
ini ma%l: dalmtahap'penyelidil(an. “Kami belum
temukan indikasi melawan hukumnya,” lanjutnya.
. la mengatakan saat ini penyidik masih terus
melakukan penyelidikan. Jika nantinya ditemukan
indikasi melawan hukum dalam kasus ini, penyidik
akan menyerahkan ke Pidana Khusus (Pidsus) untuk
ditangani lebih lanjut. “Tapi sampai sekarang masih
Ppenyelidikan,” tegasnya kembali. i

. Hal yang sama juga terjadi dalam penyelidikan
kasus perjalanan dinas Pemkot Denpasar. Malah
kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan sejak
dua bulan lalu ini belum mendapatkan perkemban-
gan berarti. Padahal dalam keterangan sebelumnya,
Kasi Intel, Syahrir Sagir mengklaim kasus ini sudah
mencapai progress 80 persen. & rez
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D.dgan Pemerasan CPNS di DKP Tabanan
‘Giliran Jagrem Diperiksa
untuk Candra Dewi

TABANAN, NusaBali ‘
Setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan
emeriksa NiNyorrmCmdraDewisebagaisaksi kasus_

perkara terhadap | Gede Jagrem, kini giliran tersangka kasus

dugaan |pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan
dan Pertz anan (DKP) Tabanan, | Gede Jagrem diperiksa tim
penyidik Kejari Tabanan sebagai saksi untuk tersangka Candra

Dewi, Kamis (25/6).

| ‘Mantan Kabid Angkutan Dinas Kebersihan dan Perta-

manan (DKP) Tabanan ini dicecar 58 pertanyaan terkait

peran Candra Dewi dalam kasus dugaan pemerasan dan
percobaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP :

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jagrem
dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tabanan menjalani

pemeriksaan lanjutan di Kejari sekitar pukul 09.00 Wita. Selama
kurang lebih 45 jam, Jagrem diperiksa oleh jaksa penyidik
Muzaki SH di salah satu reangan di kantor Kej o 1
dilontarka oleht'mpewdc.BdimSGpeml«rrpdg aik Candra
Dewimaup Jagemmmem&nﬂmsq\gdengm
alasan tidak nafsu makan di sela pemeriksaan, Kasi Kejari
Td;anm, athur Rochman mengatakan jika selama dua hari ini
tim penyidikkejaksaanmemangkembalimelakukan ‘
lanjutan untuk kedua tersangka.
. la juga mengungkapkan, mengingat proses penyidikan
belum selesai, pihaknya akan memperpanjang masa pena-
hanan Jagrem dan Candra Dewi. “Waktu penahanan yang
pertama (20 hari) akan habis, sementara proses penyidikan
belum selesai, maka kami telah mengajukan perpanjangan
penahanan kepada jaksa penuntut umum untuk penahanan
40 hari, mulai dari 29 Juni sampai 7 Agustus 2015, Dan ini
telah disetujui untuk diperpanjang,” kata Fathur.

Dengan pengajuan perpanjangan penahanan tersebut
secara tidak langsung menjawab bahwa Kejari Tabanan
tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan
Candra Dewi maupun Jagrem. Sebelumnya diberitakan
dua pejabat setingkat kepala bidang di lingkup Pemkab
Tabanan, Gede Jagrem dan Ni Nyoman Candra Dewi yang
telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan
pemerasan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan akhimya
ditahan, Selasa (9/6).
 Jagrem diitahan dengan sangkaan pasal 12 huruf e jo pasal
18ayat 1 rufb UU Rl Nomor 20 tahun 2001 tentang peruba-
han atas UURINomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat
1 KUHR Sa gkaan yang kedua yakni pasal 12 huruf e UU R
nomor, 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi jo Fesal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo
Pasal 53 ayat 1 KUHP _

- Sementara Candra Dewi disangkakan Pasal 12 huruf e
jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Rl nomor 20tentang tentang
perubahan atas UU Rl Nomor ‘31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1
KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP Keduanya diancam pidana
minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur
hidup, dengan denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp
1 miliar. & ¢t
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DENPASAR, NusaBali :
Jajaran kader PDIP menyatakan
prihatin atas voni berat 12 tahun
penjara yang diganjarkan Penga-
dilan Tipikor Denpasar terhadap
mantan Bupati Klungkung I Wayan

fikasi, dan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU). Ini vonis tertinggi

2 i J0E

‘h)' diskusi dengan kuasa hukumnnya, Wayan Warsa T
dan Suryatin Lijaya di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/6).

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

N HARIAN U mlm = B

" @ NUSABALI/YUDA

yang pernah dijatuhkan Pengadilan ;

Tipikor Denpasar. Kalangan PDIP
menyayangkan mantan Bupati
Candra yang tidak menggunakan
advokat dari partainya selama men-
jalani proses hukum.

Wakil Sekretaris Bidang lntemal
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‘merupakan vonis tinggi. Supa

DPD PDIP Bali, | Made Supa

mengakui vonis 12 tahun pe ja.
: . komunikasi dengan Candra.

rauntuk Wayan Candra, ma
Bupati yang notabene ma
Ketua DPC PDIP Klungkung

pun mempertanyakan apa pén-
timbangan Candra tidak pe
mintabantuan hukumke pa

“Begitu dulu Pak Candra

ditetapkan jadi tersangka, saya

cek terus di internal, apa ada
beliau minta bantan secara
lisan maupun tertulis ke parta
Ternyata, secara lisan maupu

, tertulis belum pernah beliau

menyaiiipaikah mohon bantuan
ke partai untuk didampingi pen-
gacara,” beber Made Suparta
Denpasar, Kamis (25/6).

Politisi asal Penebel,

an Candra Tak Pakai Advokat Partai

PDIP Dapil Tabanan ini.
Menurut Suparta, secara

pribadi mapupun organisasi,

pihaknya sudah pernah ber-

Namun; Candra yang meminta

i gmggunakan advokat di luar
DIP. “Kalau sekarang vonis

hakim begitu tinggi, ini di luar
kekuasaan kami. Selaku kader

- partai, kami sih siap kalau dibu-

tuhkan,” ujarnya.

Suparta meyakinkan tidak
ada konspirasi dari internal
terkait kasus yang menimpa
mantan Bupati Candra. “Kita
profesional saja, tidak ada kon-

spirasi begitu. Keputusannya

‘menegaskan, jika saja Candra

kayak begini, ya sudah, ini bukan

- ranah kami sebagai kader. Saya

pribadi turut prihatin juga. Se-

- tahusaya, Pak Candra itu sangat

berjasa kepada partai,” tegas

| Suparta. :
Sedangkan Ketua Bidang

minta banman ke partai, jus tru ; Organisasi dan Kaderisasi DPD

dirinya tanpa dibayar pun siap

PDIP Bali,] Wayan Sutena, men-

menjadi pembelanya. “Saya  gatakan vonis 12 tahun ter-

tidak mau mengomentari-
teri perisdangan dan vonis
hakim, karena itu merupakan
keputusan pengadilan,” tandas
Suparta. ‘ v

“Tapi, kalau dikatakan tidak
ada pembelaan, itu salah. Da
dulu kita nyatakan siap. Ba

-

kan, saya siap selaku temdn

sesama pengacara, sesama:
kader PDIP untuk membela
tanpa dibayar. Tapi, Saudara
Candra tidak pernah mengu-
sulkan ke partai baik secara
lisan maupun tertulis,” lanjut
mantan anggota Komisi I DPR]
Bali 2009-2014 dari Fraks
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‘hadap Candra merupakan yang
paling tinggi di Bali. Namun, kata
Sutena, itu harus dihormati seb-
:agai keputusan majelis hakim di
persidangan.
“Haki

im memberikan vonis
'kan atas fakta-fakta di persi-
dangan. Yang jelas, masih ada
ruang upaya banding,” tandas
Sutena yang juga mantan Ketua
DPC PDIP Klungkung sekaligus
eks Ketua DPRD Klungkungh
1999-2004 secara terpisah,
Kamis kematin.
Sutena menegaskan, PDIP

D secara organisasi memeng
i membeﬁken sanksi kepada Ca-

. ndra. Namun, partai juga tidak

menutup mata untuk membela

- Candra. Sutena bersama bidang

lainnya bahkan telah meminta
bantuan ke DPP PDIP atas kasus

| yang melilit Candra.

“Kita sampai ke DPP PDIP

‘kok. Tapi, partai tidak bisa

mengintervensi majelis hakim.
'Putusannya tidak bisa diinter-
vensi. Kita menghormati proses
hukum sebagai warga negara
yang baik,” papar politisi PDIP
asal Desa Tegak, Kecamatan
Klungkung ini. ‘
Selain organisasi yang
bergerak, kata Sutena, istri
Candra juga pernah ke DPP
PDIP menemui Ketua Umum
Megawati. “Tapi, kan partai
tidak bisa intervensi dengan
kemampuan yang dimiliki
partai. Konsistensi kita sudah
ada kepada kader, tapiya kem-
bali ke persidangan dan yang
bersangkutan. Yang menunjuk
pengacara, dia sendiri, nggak
ada minta ke partai,” katanya.
Sutena pun membantah se-
cara tegas kalau ada yang curiga
ini konspirasi sesama kader
alias ‘bermain’ dalam kasus Can-
dra. “Nggak ada yang bermain.
Kita nggak mau menjerumuskan
teman sendiri. Itu namanya
jeruk makan jeruk. Tidak ada
yang sampai sejauh itu di PDIP.”
Mantan Bupati Candra
sendiri sebelumnya divonis 12
tahun penjara kasus korupsi

- pengadaan lahan proyek Der-

maga Gunaksa, gratifikasi, dan
TPPU dalam sidang dengan
agenda putusan di POengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu (24/6).
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